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PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

eh :
Ramon Kaban

Negara BRI yong lahie sefeloh PO IT lalal mencoba wnhek il serfa meneraplan moclel negara demokrasi
Yang sevwal dengon kepribadian Indonesia, hal tersebut dalom sila IV Pancasila vang kemudian rerwigid
dafam Fosal | ayal (2) UUD'93. Sistem demokrosi R dalgm perkembangan seloh difoksonokor
demaokreasi diberal, parlementer don terpimpin kemudian demokrasi Parcasile yang sesual dengan

falsajoh bangsa ndonesia yakmi Pancasila,

PENDAHULUAN

Setelah Perang Dunia 11 berakhir,
negara-negara di dunmia  pada  umumnya
tenarik  pada demokrasi, karena memang
pada Perang Dunia Il tersebut negara-negara
yang terlibat adalah negara-negara demokrasi
dan negara-negara fasis ataupun nasionalis-
sosialis. Namun kemenangan berada pada
pihak negara-nevara demokrasi, sungguh pun
Rusia vang berkomunis menang — tapi juga
tertank pada demokrasi Hal im terbukt
dencan diperzunakannya kata-kata preopsle s
rephlic dan peaple s democracy.

Negara Republik Indonesia vang lahir
setelah berakhirnya Perang Duma 1l berusaha
untuk  ménegakkan  demokrasi Para
pemimpm pendiri negara Republik Indonesia
berusaha mencari serta mencoba sistem yanu
disebutnya demokrasi yang sesuai dengan
kepribadian Indonesia, oleh karena itu terjad
berbaga macam praktek demokrasi selama
negara Indonesia yang merdeka dan berdauiat
ada

Pancasila  sebagar  dasar  negara
Republik  Indonesia  telah  menempatkan
dirinya sebagar falsafah hidup bangsa yang
juga menjiwal setiap langkah atau pun usaha

Perkembangan DNemokrasi [ Indanesia

untuk menemukan sistem demokras: vany
cocok bagi bangsa Indonesia, hal im tertuany
khususnya pada Sila IV dan Pancasila vang
berbuny
“Kerakveran  yoone  dipipine el
frikaicd kb porkscrnnan choaferen
Jrermsyewareian prerwerkilens”
Sila tersebut kemudian terwujud ke dalam
Pasal | ayat (2) ULID 1945 yvang berbunv
“Redkmletom bevonde o fonseon rakve
chrrt oliforksonrikemy ennrng © k-
{ paedorrnr f heasenr™
Semua hal  terseht menunjukkan
bahwa  Indonesin  adalab  penwout  tabam
negara demokrass, pka kedaulwtan diarmkan
sebagal kekuasaan tertinggi dalam nepara
vang berada di 1angan rakvar Namun dalam
kenyataan telah terjadi prakiek demokris
yang berganti-ganti dengan berbagar sistem
demokrasi yang pernah ada schagai wujul
adanya  perkembangan  demokrasi  di
Indonesia  yang  disesuaikan  denugan
jamannya, hal ini tidak dapat dipisahlan dari
kenyataan  wvang  disesuatkan  dengan
Jamannya, hal ini tidak dapat dipisahkan dar
kenvataan yang terjadi dalam  keldupan
kenegarpan, Seperti yang lerjadi akhi-akhn
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ini adanya tuntutan keterbukaan, keberanian
untuk melakukan manuver-manuver politik
dari  orgenisasi  polink  tertentu  serta
keberanian masyarakat untuk menyvampaikan
kritik atas efektivitas fungsi DPR.

Ini semua menarik penulis untuk

mempelajari  lebih  jauh  perkembangan
demokrasi di Indonesia vang teriuang dalam
whsan  makalah  dengan  judul

“Perkembangan Demokrasi di Indonesia”.
Dalam makalah ini akan penulis libat
perkembangan demokrasi yang terjadi setelah
Indonesia merdeka dan dalam ruang lingkup
prakiek ketatanegaraan Republik Indonesia,

Berdasar latar belakang tersebut di
aias, maka muncul permasalahan yang dapat
dirumuskan sebagai benkut

| Apa sistem demokrasi yang dianut
oleh Negara R.1. 7
2 Bagaimana perkembangan demokrasi

di Indonesia 7
Semua permasalaban tersebut akan penulis
Bahas  secara  singkat, meskipun  hanya
merupakan suatu tinjauan deskriptif analitis
SISTEM  DEMOKRASI  REPUBLIK
INDONESIA

Istilah demokrasi berasal dari bahasa
Yunani yaitu “demos” yang berarts rakyat dan
“creein’” yang berarti memenntah, sehingga
dapatlah kita artikan rakyat yang memenintih
Dengan perkataan lain  yang  berjumlah
banyak memerintah, sedangkan yang jumlah
sedikit yang dipenntah, Mamun hal itu adalah
sesuaty vang sulit dan hampir tidak mungkin
untuk dapat  dilaksanakan, karena dalam
kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya -

Perkenhangan Desmokeasi 4 fndomexia

| 59

artinya vyang berjumlah lebih  banyak
diperintahkan yang berjumlah sedikit. Hal ini
sesuai dengan pendapat 1.J. Rousseau sebagai
berikut |
Kalau dipegang arti kata seperti diartikan
umum, maka demokrasi yang sungguh-
sungguh tidak pernah ada dan tidak akan
ada, Adalah berfawanan denzan kodral
alam, bahwa vang berjumiah terbesar
memerintah, sedang yang paling sedikil
jumlahnya harus diperintah.

Dalam kaitan tersebut, Maurice Duverger
dalam bukunya Les Regimes Politigues
(diterjemahkan oleh Suwiriadi dengan judul

“Teori dan Prakiek Tata  Newara' |
mengatakan sebagai berikut | {50 Soemantn,
1992:11)

Para  sosiolog aliran Durk henn

membenarkan bahwa semasa permulaian
kebangunan peradaban (FTTETH
perbedaan  antara orang-otang  pangiel

(yang memenintah)  dan orang-onoe
vang diperintah o bdak ada Kekuasaan
bukannya dyalankan  oleh  beberag

orang tertentu, melainkan merata daliom
gerombolan selurulinya, dimana  seti)p
orang tunduk pada  patokan-patokan
umum  vang  dipertimbangkan  dan
ditetapkan oleh gerombolan selurubnyva
Sesungeuhnyalah, pada wakiu iu semua
orang dipenntah dan tidak ada yang
memerintah. Tetam kemudian, beberapa
orang  dari  gerombolan  asaknya
menvatukan  diri,  menjadikan  din
penjelmaan daripada patokan koleknf iy
serta memenintah atas nama gerombalan,
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begitulah  terjadi apa yang disebut
pempribadian kekuasaan,
Dari  pendapat tersebut nampak bahwa

kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah
yang dipegang oleh beberapa orang yang
berjumlah lebih sedikit adalah merupakan
perwujudan dar kekuasaan yang dimiliki
oleh rakvat seluruhnya vyang kemudian
terlumpun dalam Majelis Permusyawaratan
Rakyat  Sehingga  dengan  demmkian
pengertian  demokrast  telah  mengalami
pergeseran yang hingga sampai  saat ini
mempunya  pengertian yvang  diperluas
sehagal  keikutsertaan masyarakat dalam
pengambilan  keputusan  politk  yang
menyangkut kehidupan bersama.
Sampai  saat im belum
kesamaan  batasan  demokrasi
demikian  demokrasi mempunyai
macam arts, vailuy
I Demokrasi dalam  ani
Suvemantn, 1992:9-10)
Adalah demokrasi yang diwarnai oleh
falsafuh ataw ideologi vang dianut olch
suatu  bangsa dan  negara, hal ini
menunjukkan perbedaan yang mendasar
dalam demokrasi yakm dikenal adanya

terdapat
namumn
2 (dua)

material, (S0

Demokrasi Pancasila, Demaokrasi
Terpimpun, Demokras: Liberzal,
Demokrasi Rakyat  dan  Demokrasi

Sentralisme

Demaokrasi dalam arti formal

Dalam hal ini demokrasi dilihat sebagai
bentuk tindakan dalam keikutsertaan
rakyat dalam pengambilan  keputusan
polink. Hal i mengalami perkembangan

B

Poerkembangan Demosrasi I Indovesia

dari demokrasi langsung vang berlaku
pada jaman Yunani Kuno menjadi
“demokrasi tidak langsung atau demokrasi
perwakilan yang dipraktekkan di negara-
negara modern dewasa i, Dalam arti
formil imi terdapat persamaan pengertian
diantara negara-negara yang menganut
faham demokrasi

Dari kedua macam arti demokrasi
tersebut  di atas, penulis membatasi
pembahasannya pada demokrasi dalam art
material, dengan dasar pemikiran bahwa
demokrasi dalam arti formul telah terdapat
satu pengertian yang sama - sedangkan
demokrasi dalam arti material akan dapm
menunjukkan adanya perkembangan dalam
prakrek ketatanegaraan penganutnya.

Denuan demikian pengertiin
demokrasi  disimi merupakan  wujud
kekuasaan negara teminggi vamg dipegang
olet  badan  permusvawaratan  melaln
pemiliban umum sebagal wupud kethutsertaan
rakyat dalam pengambilan keputusan politik
dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada
suatu ideolou tenentu.
= Landasan  Falsadah

Indonesia

Perbedaan yvang mendasar tentang
demokrast vang dianut  oleh  masine-
masing newara  adalah  terleak  pada
demokrasi  dalam am  matenal  yanu
demokrasi yang diwarnai oleh falsalah
‘atau  idieclogi bangsa. Ada  beberapa
landasan falsafah yang dipergunakan oleh
demokrasi, vaite - (St Socemanin M.
1992:12-13)

Demokras o

RAMOIN KANAN



ﬂE'RSPEKTIF' Folume FIT No. 3 Tahua 2000 Edisi Jull

Z.

Demokrasi yang mendasarkan diri
atas kemerdekann dan persamaan;
Demokrasi yang mendasarkan din
atas kemajuan di bidang sosial dan
ekonomi,

. Demokrasi yang mendasarkan din

atas kemerdekaan serta persamaan
dan atas kemajuan sosial dan ekonomi
sekaligus.

Penjelasan lebih lanjut tentang landasan
falsafah tersebut di atas adalah sebawar

berikut :

Ad 1 Demokras:  yang mendasarkan
diri  atas  kemerdakaan  dan
persamaan;

Dalam sejarah perjuangan
umat manusia, perjuangan untuk
kemerdekaan merupakan sebuah
mator yang sangal penting artinya
dan  merupakan  sumber  dan
semua cita-cita, baik v bidang
politik, sosal, budava, ekonom,
dan lain-lain, Dalam arti yang
semurmi-murninya  perwujudan
dari kemerdekaan itu adalah © (Sn
Soemantri, 1992:14)

a Kemerdekaan berpikir  dan
mengeluarkan  pikiran  sera
menganut keyakinan sendin

b Kemerdekaan untuk bersatu

dengan teman-leman yang
sefaham serta mempunyai
ILjuan terentu.

Ferkenibongan Demokrast D Indonesia
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¢, Kemerdekazn untuk mengatur
penghidupan  sendiri, tidak
seperti  yang diperintahkan
oleh kekuasaan yang berada
di atasnya.

Dari perwujudan kemerdekaan sepert
tersebut  dapat  diartikan  sebaga
adanya penghormatan pada seseorang,
diberikannya hak-hak pada seseorang
atau sekelompok orang; sehingua
dapat berkembangnya kepribadian
seseorang dengan leluasa.
Kemerdekaan dan persamaan
merupakan dua hal yvang tdak dapat
dipisahkan, namun keduanya adalab
sesuatu yang tidak mungkin untuk
disatukan — terutama hal im akan
nampak dalam bidang kehidupan
perekonomian. Azas  kemerdekaan
dan persamaan di bidang ekonom
menyebabkan tenadinya  persamuan
bebas, setiap  orang  bebas  untuk
melaksanakan dan mencapar tuuean-
tujuannya.  Namun  Karena  bdak
diserta dengan [ersamaan
kemampuan, maka pada akhwnva
vang akan berhasil adalah mereka
vang mempunyal  kedudukan  kua
terutama dalam bidang ekonom vang
kemudian  mereka  akan  mencoba
menguasal juga bidang ekonomi yang

kemudian mereka akan  mencoba
menguasal Juga bidanz-bdany
kehidupan  yang  lain  seperh

kehidupan bidang politik, maka dalam
proses selanjutnya yang dilaksanakan

RANCIN KABAN
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adalah demokrasi di bidang politik.

Dremokrasi

vang demikian it

kemudian mempunyal konsekwensi-
konsekwensi : (Sn Soemantri M,
1992:16)

2.

Cad

Keharusan  adanya
perwakilan rakyat,
Keharusan adanya seleksi, baik
melalui  pemilihan umum  yang
bebas dan rahasia maupun dengan
cara lain;

keharusan adanya partai politik,
Keharusan adanya lembaga vang
mempunyal  tugas pelaksanaan
dan yang bertanggung jawab
kepada rakyat melalui  badan
perwakilan rakyat,

lembaga

Dari  adanya konsekwensi-
konsekwens:  tersebut  di atas,
maka pelaksanaan demokrasi
bidang ketatanegaraan salu negara
tidak akan sama dalam negara-
negara  yang  menganut  faham
kemerdekaan dan persamaan.

Demokras: vang mendasarkan
dini atas kemajpuan di bidang
sosial dan ekonomi.

Telah dwraikan di atas
bahwa dasar kemerdekaan dan
persamaan  dan  demokrasi
mempunyai konsekwensi
adanya persaingan bebas d
bidang ekonomi dan karena
tidak adanva kemampuan yang

Perkembangon Demokrasi D1 fndonesia
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Ad3.

sama diantara para pelakunya,
maka muncul dua golongan
besar yartu the heves dan the
have medt, yang dalam prakiek
ketatanegaraan golongan

faves-lah  yang  dapat ik
menentukan UFLSn
ketatanegaraan. Sehinggza
nampak  bahwa demokras

vang dianut dipengarubi aleh
dominasi sosial dan ekononu
vang terjadi dalam negara
vang bersangkutan
Demokrasi yang mendasarkan
diri atas kemerdekaan sera
persamaan dan atas Kenuguan
sosial dan ekonomi sekaligus;
Dasar persamaan dan
kemerdekaan yang mendasai
kemajuan di bidang sosal dan
ekonomi, maka oleh Karesa it

Kedua dasar  tersebut  uya
dijadikan dasai vleli
demokrasi. Dasamping
AT S MEMIPRIY

kebebasan, 1a  dimunghinka

JuLH untuk herusaha
berdasarkan  kemampuannvi
untuk kesepahieraannya

berdasarkan prinsip persamaan
hak dan kewajiban.
Indonesia sebagal negara  vane

mengabut faham demokrasi dalam ar
material

adalah  berdasarkan  pada

pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.
oleh karena iu demokrasinga kina kenal

dengan

istilah  demokrasi  Pancasila

RAMOIN KARAN
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Sebagaimana vyang disampaikan oleh

Presiden Soeharto sebagai  berikut -

{Krisantono, 1976:59)
Demokrasi yang kita jalankan adalah
demokrasi Pancasila yang norma-
norma  pokoknya,  hukum-hukum
dasarnya telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945  Demokrasi
Pancasila berarti Demokrasi,
kedaulatan rakyat yang dijpwar dan
diintegrasikan dengan sila-sila yang
lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam
menggunakan  hak-hak  demokrasi
haruslah selalu disertai dengan rasa
anggeung jawab kepada Tuban Yang
Maha Esa menurut keyakinan Agama
masing-masing, haruslah menjunjung
tingei nnilai-nilai kemanusian sesuai
denuan martabat dan harkat manusia,
haruslah menjamin dan memperkokoh
persatuan  banusa,  dan  harus
dimanfaatlan  untuk  mewujudkan
keadilan sosial Demokrasi Pancasila
berpangkal  tolak  dari faham
kekeluargaan dan gotong royong

Dari ungkapan tersebut nampak bahwa,
walaupun  kita  ketahui bahwa ide
demokrasi vang berasal dari Barat -
namun - mempunvar  nila-mlar yang
bersifat  wnversal,  melainkan  dapat
berbeda-beda dari satu bangsa ke bangsa
vang lain, sesuai dengan latar belakang
sejarah, tradisi budava, ataupun nilai-nilai

masing-masing.  Oleh  karena  itu
diakuinva Pancasila sebagai  bersifat
wimverse! demikian jusa dengan

Perkemhangan Demokraxs D fndonesia
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e S——s,

demokrasi yang mempunyai milai-nilai
universal sebagai cita-cita. Mamun jika
demokrasi Pancasila yang mempakan cin
khas demokrasi di Indonesia adalah tidak
bersifat universal, hal ini didasarkan pada
pengertian demokrasi  sebagm  suatu
mekanisme, suatu alat untuk memberikan
perwujudan  dari cita-cita VRN,
disesuaikan dengan sitvasi dan kondisi
setempat, vakni demokrasi sebagai suatu
sistem
Sistem Demokrasi yang dianul oleh
Megara Rl

Sebagai suatu sistem, demokris
Pancasila mempunyai ciri-cin yany khas
yang dapat membedakan dan  sistem
demokrasi  vang lam. Suatu saslen
merupakan  suatu  kebulatan  vang
kompleks dan pemahaman vang umum
mengenal sistem  mengatabian babhwa
(Satppro R, 1986 8E)

“Huntu adalah

kesatuan vang bersitat kompleks

vang terdinn dare  bagsan-bagzin

yang  berhubungan

lan™
Dengan demikian Demokrasi Pancasili
sebagai suatu sistem akan merupakan
suatu alat untuk mencapar sualu Lujuan
terteniu sesuai dengan cita-cna hangsa
Indonesia yakni Pancasila

Perwujudan dari sistenn
Demokrasi Pancasila adalah dalam hal-
hal sebagm  berikut (Krisantono,
1976:28)

sialen TR

=alee LEIH

RAMON KAHAN



1. Putusan-putusan penting hamis

ditentukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau
dengan  persetujuan  Dewan

Perwakilan Rakyat;

2. Hasil suatu pemilihan umum,
yang menentukan komposis
kekuatan sosial politik dalam
Dewan Perwakilan Rakyat dan
Majelis Permusyawaratan
Rakyat harus dijadikan
landasan. pergantian-pergantian
pemerintah,

3. Pemenntah harus  bersikap
terbuka (adanya openbaarheid
van hexinnr),

4. Dimungkinkannya rakyat yang
berkepentingan menvampaikan
keluhannya mengenai tindakan-
tindakan pejabat yang dianggap
merugikan,

5 Sectiap putusan  yang  diambil
harus memperhatikan
kepentingan-kepentingan
golonean minoritas

Perwujudan tersebut adalah mengacu dar
ULD 1945 beserta Penjelasannya vang
oleh Prof. Dr. Ismail Sunny, SHMCL
dikatakan - (lsmail Sunny, 1978:10)

...... dewasa im telah hampir
SEemua bentuk demokrasi
mempunyai “kata sifat”, maka
penamaan  “demokrasi  Pancasila”

bagi sistem pemerintahan menurut
UL 1945 dapat diterima, dengan
syarat bahwa penamaan sedemikian

Perkembangan Demokrasi D Indeiesta
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itn  tidak akan mengurangi 7
prinsip-prinsipnya. Ketujuh prinsip-
prinsip itu dapat disebut sebagai
mekanisme demokrasi Pancasila.

Ketujuh prinsip vang dimaksud adalah
tertuang dalam Penjelasan UUD 1945
tentang  Sistem  Pemerintahan Newara,
yaitu :

. Indonesia ialah negara vang

berdasar atas hukum (rechsfoon)

2. Sistem konstitusional
Kekuasaan MNegara yang
tertinggi  di  tangan  Majelis
Permusyawaratan Rakvat (/v
Lesamite Sterigrewenly Hegn oilfen
bey der Majelix)

4. Presiden ialah penyelenuars
pemerintahan  Megara  vang

tertinggi di bawah majelis

5. Presiden tidak  beranggung
jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakya

6. Menteri Mepara il
membaniu  Presiden,  Menten
MNegara  tidak  benangeuny
jawah kepada Drewan

Perwakilan Rakyai
7. Kekuvasaan Kepala Negara tidak
tak terbatas

Hal tersebut di  awas  inilah  yang
memupakan LNSUr-Lnsur sigtem
Demokrasi  Pancasila, karena ketujuh
prinsip tersebut merupakan bagian yvang
berhubungan  satu  sama  lam  dan

RAMCIN KARAN



merupakan satu  kesatwan yang tidak
dipisahkan.

Demokrasi Pancasila juga telah
dibedakan secara khas dan faham
demokrasi  vang lain  yaitu  dalam
pengambilan  keputusan pada asasnya
dinsahakan sejauh  mungkin  dengan
musyawarah untuk mufakat, dengan
dasar hukum Ketetapan MPR  No
IVMPR/1978 pasal 87 bahwa :

“Mufakat danfatau putusan  yang
diambil berdasarkan suara terbanyak
sebagai hasil musyawarah, haruslah
bermulu tingg yang  dapat
dipertanggungjawabkan  dan  tidak
bertentangan dengan Dasar MNegara
Pancasila dan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus
1945 sebagai  termaktub  dalam
Pembukaan, Batang Tubuh, dan
Penjelasan UUD 1945

Hakekat  musyawarah  untuk
mutakat seakan-akan merupakan cin khas
demokrasi  Indonesia  yvany  bersumber
pada on faham  kerakvatan  yang
dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan
dalam  permusyawaratan/  perwakilan
untuk  memutuskan kehendak  rakyat.
Namun justru azas ini yang menyebabkan
kesulitan dalam pelaksanaan Demokrasi
Pancasila yang antara lain bersumber
pada sikap dan penmkiran yang kurang
jelas hingsa menvebabkan ambivalensi
terhadap masalah pemungutan suara.
Karena ternyata di dalam UUD 1945
pasal 37 avat (4) memungkinkan

Perkepthangan Demokeast D Indinesia
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dilakukan pemungutan suara, demikian
juga cara ini telah ditempuh oleh MPR
dalam mengambil beberapa
keputusannya, Hal itu  mencerminkan
ambivalensi sikap terhadap Demokrasi
Pancasila maupun ketidakjelasan dari
pelaksanaan  Demokrasi  Pancasila 1l
sendiri. Kiranya sebelum  mencapa
mufakat semua pembicaraan dilakukan
melalui proses sebagar suatu  bentuk
musyawarah, yang dalam  prakiek
demokrasi Pancasila musyawarah i
tidak dilakukan dalam sidang lengkap
MPR/DPR, misalnya, tetapi dalam bentuk
feshbying. Hal im didasan sistem milin
budaya dan tradisi Indonesia yang masih
menganggap sesuatu vang tabu dan ndak
pantas untuk dilakukan perdebatan secara
terbuka. Kecenderungan ini vang juga
sebagai  sebab  munculova  sikap
ambivalens: dan ketdak jelasan
Demokrasi Pancasila namun suasana
terus berkembany hingea saa m

Perkembangan Demokras: di Indonesia
Seperti kia ketahur bahwa telah
terjadi prakiek demokrasi vang diawal
setelah Indonesia merdeka pada kurun
waktu berlakunya UUD 945  yang
pertama vakm 17 Agustus 1945 sampan
dengan 27 Desember 1949 vakm
demokrasi  lhberal  dengan  sistem
pemerintahan parlementer. Pada wakiu
u  dapat dicatat menonjolnya
pelaksanaan kemerdekaan dan persamaan
terutama dalam  bidang  poliik  yakm
dengan keluarnya Maklumat Pemerintah

RAMOIN KAHAN
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tanggal 3 MNovember 1945 vyang isinya

adalah sebagai berikut
Berhubung dengan wsul Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat kepada Rakyat seluas-luasnya
untuk mendirikan partai-partal politik,
dengan retnksi bahwa partai-parta
polivk  itu  hendaknya memperkuat

perjuangan  kita  mempertahankan
kemerdekaan dan menjamin
keamanan rakyat Pemenntah

menyatakan pendinannya yang telah
diambil beberapa waktu yang laly,
bahwa !

I, Pemernintah menyukai timbulnya
partai-partai  politik,  karena
dengan adanya  partai-parfai
iulah dapat dipimpin ke jalan
vang feratur segala aliran paham
vang ada dalam masvarakat.
Pemerintah  berharap  supaya
partai-partal polink iu tersusun
sebelumnya dilangsungkan
pemilihan anggota Badan-badan
Perwakilan Rakvat pada bulan
Januan 1946,

I

Dan Maklumat  Pemerintab  tersebut
mengakibatkan munculnya banyak para
politik yang kemudian justru menyebabkan
kendak - swabilan  pemenniah, selingua
kemudian demokras: hberal ditolak karena
diangeap tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia

Adalabh  sesuai wvang tidak  mungkin,

bahwa para pemimpin Indonesia pada

waktu 1ty mencoba memprakiekkan
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demokrasi liberal tanpa mengetahui dan
memahami azas-azas demokrasi liberal,
oleh karena itu penolakan tersebut lebib
menjurus  tindakan menurut  kata  hali

tanpa i dasan pertimbangan yang
matang,  Sehingga  keadaan  tersebul

menyebabkan sikap anti pati terhadap
demokrasi liberal walaupun sebenarnya
dapat juga kita temukan segi-sewi posinl
dan demokrasi liberal tersebut.

Kemudian pada masa berlakunya
Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat
vang hanya berumur £ 8 {delapan) bulan,
kehidupan demokrasinya adalah
demokrasi  parlementer karena  sistem
pemenntahan vang dipraktekkan pada
waktu itu adalah sistem  parlementer,
yakni adanya pertanguung  juwaban
menteri kepada parlemen, Kenvalaan mi
merupakan  penyimpangan  terhadap
Pancasila dan UUD 1945 yang menwanu
sistem pemerintahan presidentil

Meskipun wsin Megara Repubhib
Indonesia Serikat ndak  terdale  fama
namun  pada  wakie  Konstitust RIS
dirubah menjadi UUDS berdasarkan 11!
Federal No. 7 Tahun 1950 (LN Tahun
1950 No, 56) ketentuan mengenai sistem
pemerintahan ternyata tidak menyalama
perubahan sama sekali. Hal im terbukn
bahwa UUDS pasal 83 ayat {2} isinva
masth sama persis dengan Konstitusi RIS
pasal 118 ayat (2) yakm adanva
pertanggung jawaban menten Kepada
parlemen. Pada masa itu partai-partai
politik  yang ada sangat banyak dan
keadzan im  kembali  menvebabkan
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ketidak-stabilan  pemerintah, sehingga
dican salah satu jaln keluarnya yakni
dengan mengadakan pemilihan umum,
Maka dengan UU No. 7 Tahun 1953
dilaksanakan Pemilihan Umom yang
pertama setelah Indonesia merdeka,
Pemilthan Umum  yang
diharapkan dapat mengatasi keadaan ini
ternyata tidak dapat membawa perbaikan
dalam kehidupan politik. Kestabilan
pemerintah tidak dapat tercapm karena
DPR  hasil pemilihan umum terpecah-
pecah dalam sekian banyak partai. Setiap
kabinet menjadi tergantung kepada
dukungan partai yang turut serta dalam
koalisi  Situasi kritis inipun  ditambah
dengan ketidak berhasilan Konstituante
untuk membentuk UUD MNegara yang
tetap.  Kemudian Presiden Soekarno
menawarkan  pada  Konstiuante  untuk
kembalh ke UUD 1945, pamun  hal
tersebut  termvata  tidak  mendapatkan
persetujuan dari para anggota konstituate
hal i terbukti dengan dilakukan
pemungutan  suara  schanyak tiga kah
namun tetap tidak dapat mencapar 2/3
menyetuju,  Keadaan  vyang  semakin
egawat ini, mendorong Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5
Juli 1959 vang antara lain berisi ;

1. Menetapkan pembubaran
konstituante,

2. Menetapkan  berlakunya  kembali
UUD 1945;

3 Pembentukan MPRS dan DPAS.
Setelah berlakunya kembali ULID

1945 terscbut, demokrasi  terpimpin
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sepertt yang  dimsulkan  oleh  Presiden
dengan Konsepsi Presiden dilaksanakan
dengan dasar hukum Ketetapan MPRS
Mo, VII/MPRS/1965. Pada saat itu
diadakan penyederhanaan sistem
kepartaian dengan adanya Panpres No. 7
Tahun 1959 jo Perpres No. 13 Tahun
1960 tentang Pengakuan, Pegawasan dan

‘Pembubaran Partai-Partal. Sehingga yang

ada saat ini hanya 10 (sepulub) parta
politik yang mendapat pengakuan dan
Presiden, namun ruang gerak dan parta
politik tersebut dibatasi-kehidupan politik
diarahkan ke pemenntahan,  Selurub
kekuasaan dalam negara terpusat pada
diri Presiden Rl  kekuasaan  yang
demikian pada umumnya bersifat otonter
— jelas bertentzngan dengan azas
demokrasi. Sebenarnya Presiden
Soekarno  juga  menyatakan  bahwa
demokrasi terpimpin iy pun berdasarkan
Pancasila dan ULUD 1945 sebavaiman
Dekritnya dan  justru  dengan  Doekro
Presiden 5 Juli 1959 i dimaksudkan
untuk  memperkuat  dan membangun
demokrasi terpimpinnya.  Keadaan
terus berlangsung hingea keluar Surat
Perintah 11 Maret | sl
(SUPERSEMAR) vang merupakan awal
keberadaan Orde Baru Sejak saat iu

mulai  dilakukan  penataan  kembali
kehidupan rakyat, bangsa dan negara Rl
“yang  diletakkan pada  kemurmian

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
termasuk di  dalamnya pelaksanaan
Demokrasi Pancasila.
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Dekrit Presiden 5 Juli 1959 i
masih dipertahankan oleh Orde Bam,
vang mengutuk  demokrasi  terpimpin
bukan karena dasar deologi dan
konstitusionalnya, vaitu Pancasila dan
ULUD 1945, tetapi karena penyelewangan
dan pengkhianatan dasar-dasar demokrasi
terpumpin,  Oleh  sebab  wu penolakan
terhadap demokrasi terpimpin  tidak
berakibat  kembalinya ke demokrasi
liberal Barat yang sama sekali dikutuk
oleh Orde Lama maupun Orde Lama
mavpun Orde Baru, (Jurnal limu Politik,
Mo. 8:5)

Kehidupan  demokrasi  adalah
berkembang selaras dengan
perkembangan kehidupan politik
masvarakat dan yang tidak kalah
pentingnya adalah bagaimana membuat
Demokratis  Pancasila  sebagai  sistem
dapat menjadi lebith operasional dan
efektif

PENUTUP

Aklnrnya dan semua  pembahasan
tersebut di atas, maka dapat dissmpulkan dan
sekaligus  diberikan  saran-saran  terhadap
pemecahan permasalahan yang timbul dalam
praktek sistem demokrasi Pancasila,

Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut
Pencertian demokrasi vang berkembang
sekarang vang berkanan pada idenlom
suatu  bangsa  memupzkan  wujud
kekuasaan negara yang terfinggi vang
terjelma dalam badan perwakilan dan di
antara para pengamut faham demokras
tidak ada persamaan pengertian,
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2. Sistem demokrasi yang dianut oleh

negara BRI adalah Demokrasi Pancasila
yang norma-norma pokokiya telah diatur
dalam UUD 1945, vang pada hakekatnya
adalah musyawarah untuk mufakat dalam
mengambil keputusan-keputusan politik.
Pada perkembangan demokrasi yang
terjadi ¢ Indonesia dapat digambarkan
sebagai  suatu  percobaan  demokrasi
dalam rangka mencari bentuk vang tepat
dengan pertama-tama menerapkan sistem
demokrasi  yang dan luar  yakm
demokrasi  liberal,  parlementer  dan
terpimpin kemudian demokrasi Pancasila
yvang sesual dengan  falsafah  bangsa
Indonesia yakni Pancasila.

Saran yang direkomendasikan adalah sebaga

berikut :

1. Demokrasi apa pun landasan
falsafahnya, tetap akan mengalams
perkembangzan demikian Jhittit

B3

demokrasi Pancasila perlu disadan dan
diakui adanya kelemahan-kelemaluim
dan  kekurangan-kekurangan  uniuk
menghilangkan sikap ambivalens

Perle  dibentuk  suatu  peraturan
perundangan yang lebith jelas mengatur
pengertian demokrasi Pancasila vang
menjadikan pemungutan suara sebagai
suatu alernatif vang terakhr dipilih
namun  tidak  untuk  melakukan
pengambilan keputusan polink  vang
menyangkut  kelangsungan  negara
Pancasila, tetap khusus tentang hal
tersebut  harus  dilakukan  melalui
mufakat.
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Kepada rakyat yang —mempunyai
kekuasaan untuk memerintah, agar
semakin ditingkatkan keikutsertaannya
dalam  setiap langkah  kehidupan
demokrasi Pancasila, agar < semakin
menuju  pada  kesempurnaan  yang
diharapkan, yakni semua kehendak
rakyat tersalurkan, sehingga rakyat
benar-benar memerintah.
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